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P E N E T A P A N

Nomor  199/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Wonosari  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara

perdata  permohonan,  telah  memberikan  penetapan  sebagai  berikut  dalam

permohonan yang diajukan oleh :

DWI  ERNAWATI  :  bertempat  tinggal  Padukuhan  Rejosari  RT.07/RW.04,

Kelurahan  Baleharjo,  Kapanewon  Wonosari,  Kabupaten

Gunungkidul,  Propinsi  D.I.  Yogyakarta  untuk  selanjutnya

disebut  sebagai……………..…….………………

PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah  memperhatikan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan

permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

17 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari

tanggal 22 November 2021, dibawah register Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Wno

yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  hendak  mengajukan  permohonan  penetapan

akta  kematian  Orang  Tua  Pemohon  yang  bernama  NGATIMIN,  Surat

Keterangan Kematian Nomor: 85/PEM/M/XI/2021.

2. Bahwa  Orang  Tua  Pemohon  yaitu  NGATIMIN telah  meninggal

dunia  pada  tanggal  10  Oktober  2009,  di  Padukuhan  Padukuhan

Gedangsari  RT04  RW05  Kalurahan  Baleharjo,  Kapanewon  Wonosari,

Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit biasa/

tua  dan  dikebumikan  di  Tempat  Pemakaman  Umum  Padukuhan

Gedangsari,  Kalurahan  Baleharjo,  Kapanewon  Wonosari,  Kabupaten

Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

3. Bahwa  oleh  karena  kelalaian  pihak  keluarga  tentang  kematian

Orang Tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunungkidul

sehingga NGATIMIN (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian.

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan

Akte Kematian Orang Tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan

dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunungkidul  sebagai  salah  satu

persyaratan untuk tertib administrasi.

5. Bahwa  untuk  mendapatkan  Akta  kematian  tersebut  karena

terlambat  melaporkan  ke  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan

Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan

dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

            Menimbang,  bahwa berdasarkan uraian-uraian  di  atas,  kiranya

Pengadilan  Negeri  Wonosari  dapat  menerima,  memeriksa  dan  memutus

perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :             

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa di

Padukuhan  Gedangsari  RT04  RW05,  Kalurahan  Baleharjo,  Kapanewon

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, pada tanggal

10 Oktober 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama

NGATIMIN,  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor:  85/PEM/M/XI/2021,

dikarenakan  Sakit  biasa/  tua  dan  dikebumikan  di  Tempat  Pemakaman

Umum  Padukuhan  Gedangsari,  Kalurahan  Baleharjo,  Kapanewon

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunungkidul  untuk  mencatat  tentang

kematian atas nama  NGATIMIN dalam Buku Register catatan Sipil yang

berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan

Akta Kematian atas nama NGATIMIN.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon  hadir  sendiri,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat

permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3403015706980002 atas

nama DWI ERNAWATI, tertanggal 22 April 2021, (bukti P-1);

2. Fotoko  Kartu  Keluarga  Nomor  3403011906120004  atas  nama  kepala

keluarga HERU OKTAFIANTO, (bukti P-2);
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3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  2473/U/1998 atas  nama DWI

ERNAWATI , (bukti P-3);

4. Fotokopi  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  86/Pem/M/XI/2021  atas

nama MARJINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Baleharjo, (bukti

P-4); 

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda

P-1, sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga

seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini

;

Menimbang,  bahwa  selain  alat  bukti  surat  tersebut  Pemohon  juga

mengajukan  2  (dua)  orang  saksi  yang  masing-masing  di  persidangan  telah

memberikan keterangan yaitu : 

Saksi  I.  HARTONO  dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  Pemohon mengajukan  permohonan  agar  dapat  mendapatkan

penetapan dari  Hakim Pengadilan Negeri  Wonosari  untuk bisa mengurus

Akta Kematian Ayahnya yang bernama Ngatimin;

- Bahwa NGATIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009

di Padukuhan Gedangsari RT. 04/RW. 05, Kelurahan Baleharjo, Kapanewon

Wonosari, Kabupaten Gunugkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa nama NGATIMIN belum terekam dan tercatat di  data base di

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunungkidul  terlambat  kurang  lebih  sampai

permohonan  ini  didaftarkan  adalah  12  (dua  belas)  tahun  maka  dalam

pengurusan  Akta  Kematian  Ayah  Pemohon  bernama  NGATIMIN  perlu

penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Saksi  II.  SUKARMAN  dibawah sumpah memberikan  keterangan  yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  Pemohon mengajukan  permohonan  agar  dapat  mendapatkan

penetapan dari  Hakim Pengadilan Negeri  Wonosari  untuk bisa mengurus

Akta Kematian Ayahnya yang bernama Ngatimin;

- Bahwa NGATIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009

di Padukuhan Gedangsari RT. 04/RW. 05, Kelurahan Baleharjo, Kapanewon

Wonosari, Kabupaten Gunugkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta;
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- Bahwa nama NGATIMIN belum terekam dan tercatat di  data base di

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunungkidul  terlambat  kurang  lebih  sampai

permohonan  ini  didaftarkan  adalah  12  (dua  belas)  tahun  maka  dalam

pengurusan  Akta  Kematian  Ayah  Pemohon  bernama  NGATIMIN  perlu

penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut  Pemohon

membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini  maka segala

hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan

dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang,  bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu

hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas ; 

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  pokok  Pemohon  adalah

menetapkan  bahwa  di  Padukuhan  Gedangsari  RT04  RW05,  Kalurahan

Baleharjo,Kapanewon  Wonosari,  Kabupaten  Gunungkidul,  Propinsi

D.I.Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober 2009, telah meninggal dunia seorang

laki-laki  yang  bernama  NGATIMIN,  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor:

85/PEM/M/XI/2021,  dikarenakan Sakit  biasa/  tua dan dikebumikan di  Tempat

Pemakaman Umum Padukuhan Gedangsari, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  menguatkan  dalil-dalil

permohonannya,  Pemohon  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  bertanda  P-1

sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi  yang masing-masing memberikan

keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang

(UU) Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib m

elaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepa

da Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam P

endaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;
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Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubah

an atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudu

kan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kel

ahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesa

han anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarga

negaraan;

Menimbang,  bahwa  sebelum  ke  pokok  permohonan  Hakim  akan

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diperi

ksa dan diputus di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  surat  P-3  yang  berupa

fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  2473/U/1998  atas  nama  DWI

ERNAWATI, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat

diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari NGATIMIN;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  surat  P-1  yang  berupa

fotokopi  Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 34030157066980002 atas nama

DWI ERNAWATI, tertanggal 22 Maret 2021 dapat diketahui Pemohon bertempat

tinggal di Kecamatan Wonosari, termasuk wilayah Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  Hakim

berpendapat Pemohon yang merupakan anak kandung dari NGATIMIN dengan

demikian  Pemohon  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  untuk  mengurus

permohonan  ini  dan  tempat  tinggal  Pemohon  di  Kabupaten  Gunungkidul

termasuk  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Wonosari  dengan  demikian

Pengadilan  Negeri  Wonosari  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus

permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan (petitum) dalam permohonan

Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  permintaan  ke-1  (satu)  permohonan  Pemohon

berdasarkan  alat  bukti  surat  P-4  yang  berupa  fotokopi  Surat  Keterangan

Kematian  Nomor  85/Rem/M/XI/2021 atas  nama NGATIMIN yang dikeluarkan

oleh Kepala  Desa/Lurah Baleharjo,  dikaitkan dengan keterangan Para  Saksi

yang bersesuaian dapat diketahui NGATIMIN telah meninggal dunia pada tanggal

10  Oktober  2009  di  Padukuhan  Gedangsari  RT.  04/RW.  05,  Kelurahan

Baleharjo,  Kapanewon  Wonosari,  Kabupaten  Gunugkidul,  Propinsi  D.I.

Yogyakarta,  dengan  demikian  permintaan  ke-1  (satu)  dalam  Permohonan

Pemohon cukup beralasan sehingga dalil permohonan Pemohon telah terbukti

pula sehingga dapat  dikabulkan  permintaan ke-1 (satu)  dalam Permohonan
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Pemohon,  dengan  bunyinya  agar  mudah  dimengerti  dirubah  sesuai  dengan

bunyi  dalam amar  penetapan  ini  tanpa  merubah  maksud  dan  tujuan  dalam

permintaan ke-1 (satu) dalam Permohonan Pemohon;

Menimban,  bahwa  berdasarkan  Pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu

n 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap kematia

n wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaks

ana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” sedangkan pada 

ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan m

enerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permintaan  nomor  1  (satu)

permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan keterangan

Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui NGATIMIN  databasenya belum

terekam  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

Gunungkidul  dan pendaftaran  Kematian  NGATIMIN  ke  Kantor  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang

lebih sampai permohonan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 22 November 2021

adalah 12 (dua belas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian NGATIMIN

perlu  penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Wonosari  karena  hal  tersebut

berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Ke

matian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada

angka 2 menyebutkan bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang s

udah lama terjadi tersebut (tahun 2009) serta tidak terdaftar dalam database ke

pendudukan, dengan demikian pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasar

kan penetapan pengadilan” dengan demikian permintaan Pemohon nomor 2 (du

a) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki dan disesuai

kan amar penetapan ini;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  dikabulkan

semuanya, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhny

a;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  permohonan  Pemohon timbul  biaya

dalam  prosesnya,  maka  semua  biaya  yang  timbul  akibat  permohonan  ini

dibebankan  kepada  Pemohon  yang  jumlahnya  dicantumkan  dalam  amar

penetapan ini;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admini

strasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan

dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa NGATIMIN  telah meninggal dunia

pada tanggal 10 Oktober 2009 di Padukuhan Gedangsari RT. 04/RW. 05,

Kelurahan  Baleharjo,  Kapanewon Wonosari,  Kabupaten  Gunugkidul,

Propinsi D.I. Yogyakarta;

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk  mengirim

salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dala

m daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta

Kematian atas nama NGATIMIN tersebut;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar

biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupia

h).

Demikian ditetapkan pada hari  Senin,  tanggal  22 November 2021 oleh

ADITYA WIDYATMOKO, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Wonosari,  yang  mana  penetapan  tersebut  pada  hari  dan  tanggal  itu  juga

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

dibantu  SUHARDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

    Panitera Pengganti,                                                 Hakim,

                

                   

SUHARDI, S.H.                                   ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

AAAD

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Hakim

                           Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PN Wno                 Halaman 7 dari 8 Hlm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya  :    

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp0,00
5. Sumpah : Rp20.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Materai : Rp10.000,00 

Jumlah : Rp120.000,00
Terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah.
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